S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Jin. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: bukittinggibawaslu (@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor  : 56/PM.00.02/K.SB-13/11/2024 Bukittinggi, 1 September 2024
Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Studenteen Club
Universitas Fort De Kock Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -

Undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XXII/2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;



8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Surat Badan Eksekutif Mahasiswa Studenteen Club Universitas Fort De
Kock Bukittinggi 0153/BEM SCUFDK/E/IV/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Perihal Surat Pemberitahuan Bawaslu

B. Sehubungan dengan surat masuk Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor
0153/BEM SCUFDK/E/IV/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Surat
Pemberitahuan Bawaslu huruf A, Bawaslu Kota Bukittinggi
menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang — Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:
“Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat
dilakukan melalui:

Pertemuan terbatas;

Pertemuan tatap muka dan Dialog;

Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon;

Penyebaran bahan Kampanye kepada umumy

Pemasangan alat peraga;

iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau;

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) Bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota yang menyatakan:

a) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan




Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi,
dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh
moderator.

b) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui
Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran
Swasta.

c) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara
langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau
debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui
Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
pada masa Kampanye.

d) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

e) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali
pada masa Kampanye

Pada Dasarnya Kegiatan Kampanye Debat Publik dilaksanakan oleh
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dituangkan
dalam pasal diatas.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan;

a) Dalam Kampanye dilarang: k. Melakukan kegiatan
Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan Pasal 187 Ayat (1-4 dan 187 A Ayat (1) - (2)

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

a) Pasal 187 Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja

melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,
huruf b, huruf c¢, huruf d, huruf e, atau huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam
ratus ribu rupiah) atau paling banyak



Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”

b) Pasal 187 Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a,
huruf b, huruf c¢, huruf d, huruf e, atau huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam
ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

c) Pasal 187 ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang yang
dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye Pemilihan  Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf
h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama
6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d) Pasal 187 ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang yang
dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau
mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

e) Pasal 187 A ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung wuntuk  mempengaruhi Pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih
dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon
tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu

Kota Bukittinggi mengimbau kepada Badan Eksekutif Mahasiswa
Studenteen Club Universitas Fort De Kock Bukittinggi agar:
1. Memperhatikdn dan Mengamati, serta Mempedomani Peraturan

Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Kampanye
Pemilu Tahun 2024.

2. Tidak Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan/ Pada Saat kegiatan Berlangsung;



3. Tidak melakukan Penyebaran bahan Kampanye di Tempat Lokasi
Kegiatan;

4. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

5. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya dengan memakai Alat Peraga Kampanye;

6. Tidak dilakukan Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Bukittinggi;

7. Memastikan Proses Pelaksanaan Debat Publik Tidak ada
Keberpihakkan pada salah satu Pasangan Calon.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

RUZI HARYADI, S.Ag.,.MA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kapolresta Bukittinggi




